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Abstract: Evaluation Policy System Transport Public Mass. This study aims to examines the
policy evaluation in masstransportation. Focus of the research isto see how far implementation of
mass transportation in Pekanbaru called Transmetro Pekanbaru reducing traffict jam since 2009.
This study use description analysis with deep interview as an instrument of measurement. The
datawere analyzed using interaktif modeling Miles and Hubermen (1984) with research taksonomy.
The result showing that policy implementation not yet as public expectation, because there are
three aspect that i stechni cs aspect, management aspect and legal aspect not compiled with optimum.

Abstrak: Evaluasi Kebijakan Sistem Angkutan Umum Massal. Penelitian ini bertujuan untuk
membahas evaluasi kebijakan dalam transportasi massal. Fokus dari penelitian ini adalah untuk
melihat seberapajauh pel aksanaan transportasi massal di Pekanbaru disebut Transmetro Pekanbaru
mengurangi kemacetan lalu lintas sejak 2009. Penelitian ini menggunakan deskripsi analisisdengan
wawancara mendalam sebagai instrumen pengukuran. Data dianalisis dengan menggunakan
pemodelan interaktif Miles dan Hubermen (1984) dengan taksonomy penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan belum seperti harapan masyarakat, karena adatiga

aspek yang teknik aspek, aspek manajemen dan aspek hukum tidak dikompilasi dengan optimal.
Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, kemacetan, lalu lintas, dan SAUM

PENDAHULUAN

K emacetan sgjak beberapatahunterakhir telah
menjadi fenomena dan fakta yang tak bisa
dihindarkan lagi di wilayah pusat K ota Pekan-
baru. Pertambahan jumlah kendaraan secara
fantastistidak dibarengi oleh peningkatanin-
frastruktur jalan raya sehingga kemacetan,
khususnyapadajam-jam aktivitas publik terus
berlangsung. Ini jugadiperparah oleh buruknya
budayaldu lintasmasyarakat sertapenggunaan
kendaraan angkutan pribadi secaramassif. Di
dd lain, system angkutan umum yang berlang-
sung saat ini, belum memberikan dayatarik dan
kepuasan bagi masyarakat untuk mengalihkan
kebiasaan beraktivitasdari menggunakan ken-
daraan pribadi (mobil atau sepeda motor) ke
modatransportas angkutan umum (angkot dan
bus).

Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari
ancaman kemacetan kotatersebut. Karenaitu,
sgjak 2007 silam mulai digagas usaha untuk
mengendaikan kemacetan sekdigusmeningkat-
kan kinerjapdayanan angkutanumum. Keinginan
yang paing menonjol saet ituyakni menghasilkan
terobosan kebijakan di bidang jasa angkutan
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berupapeningkatan pel ayanan angkutan umum
massal yang tertib, aman, nyaman dan ramah
lingkungan. Tepatnya pada 18 Juni 2009, Pe-
kanbaru secararesmi meluncurkan Transmetro
Pekanbaru sebagai transportas umum massal
menggunakan bus sebagai modatransportasi
pilihen.

Pel aksanaan s stem angkutan umum massal
(SAUM) Transmetro Pekanbaru hinggasaat ini
telah memasuki tahun keempat. Transmetro
Pekanbaru sudah didukung oleh sebanyak 20
unit busyang merupakan bantuan dari Kemen-
terian Perhubungan Republik Indonesiadengan
polahibah. Tiap bus, mampu mengangkut pe-
numpang dengan kapasitas 85 orang. Trans-
metro sgjak dioperasikan hinggasaat ini masih
melayani duakoridor, yakni koridor satuyang
menghubungkan Perum Pantau dan PelitaPantal
dan koridor duayang menghubungkan Termind
Bandar RayaPayung Sekaki (BRPS) dengan
Kulimmeaui JdanImamMunandar. Sepanjang
koridor tersebut parapenumpang menunggu di
loket shelter yang dibangun di tepian jalan.
Panjang lintasan koridor yakni 31 kilometer.
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Implementas SAUM Transmetro Pekan-
baru dalam realisasinya dapat dilihat dan di-
rasakan belum sepenuhnyasesuai dengan hara-
pan. Ini ditandai bel um sesuainyaperencanaan
dengan tujuan yang ditetapkan. Transmetro
Pekanbaru justru kerap dikritik oleh beragam
€lemen pemerintahan, bahkan dikel uhkan pela
yanannyaoleh masyarakat. Beragam kalangan
justrumenila Transmetro Pekanbarubelumbisa
menjadi solus untuk mengatas kemacetandi ruas
jalan perkotaan.

Sejumlah persoal an tersebut bisadiamati
dari belum efektifnya Transmetro Pekanbaru
menjadi modatransportas yang bisamengalih-
kan kebiasaan masyarakat menggunakan kenda-
raan pribadi. Akibatnya, justru pertumbuhan
kendaraan pribadi, baik kendaraan bermotor
maupun mobil pribadi justru kian bertambah.
Ujung-ujungnya, tumpukan kendaraan di badan
jaanyang tersediamenimbul kan kemacetan.

Sdlainitu, penempatan shelter-shelter se-
akantidak memperhatikan posis danlokas yang
memadai. |ni membuat masyarakat kesulitan
untuk menuju shelter sehinggapadaakhirnya
pilihan tertuju pada penggunaan kendaraan
pribadi atall angkutan kota. Persodanlainyakni
belum optimanyaTransametromemposskandiri
sebagal angkutan umum massal yang aman,
nyaman dan terjadwal, terjangkau, handal dan
berkelanjutan. Dalam catatan pengd ola, sedikit-
nyatelahterjadi beberapakece akaanlalulintas
yang melibatkan modadengan kendaraanlain
yang didugakarenakurang hati-hatinyapengemudi
Transmetro Pekanbaru.

Berangkat dari fenomenatersebut, pendliti
inginmenddami sudah sgauh manaimplementad
kebijakan SAUM Transmetro Pekanbaru ini
dilaksanakan. Evaluas terhadap implementas
kebijakan tersebut penting untuk mengetahui
sgjauh manakebijakan s stem angkutan umum
massal (SAUM) Transmetro Pekanbaru dalam
mengatas persod an transportas di Pekanbaru
yang sudah dilakukan. Selain itu, dapat pula
diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi
implementas kebijakan 9stem angkutan umum
massal (SAUM) Transmetro Pekanbaru untuk
langkah perbaikan kinerjakebijakan ke depan.

Kebijakan (policy) dapat dilihat sebagai
konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai
suatu proses dan sebagai suatu kerangkakerja.
Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan me-
rupakan serangkaian prinsip atau kondis yang
diinginkan. Sebagai suatu produk, kebijakan
dipandang sebagai suatu caradi manamelalui
caratersebut suatu organisas dapat mengetahui
gpayang diharapkan darinyayaitu programdan
mekanismeda ammencapa produknya. Sebaga
Suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu
caraberbentuk program dan mekanisme untuk
mencapainya. Sementara, sebagal kerangka
kerja, kebijakan merupakan suatu prosestawar
menawar dan negosias untuk merumuskan isu-
isu dan metodaimplementas nya (Jackson dan
Keban, 2004).

Evaluas merupakan suatu tahagpan lanjutan
terpenting dalam proses perumusan kebijakan
publik. Suatu kebijakan dapat diukur dan di-
ketahui manfaat dan kinerjanyamelalui upaya
evaluasi. Dengan katalain, kebijakan publik
tidak berhenti hanyasampai prosesimplementas
atau pel aksanaan kebijakan, namun jugaber-
lanjut padatugaseva uas terhadap pel aksanaan
kebijakanitu sendiri.

Nugroho (2009) menguraikan evaluas se-
bagai proses kebijakan yang bertujuan untuk
menila sgauh manaefektivitaskebijakan publik
untuk dipertanggungjawabkan kepadapublik.
Evauas diperlukan untuk melihat kesenjangan
antaraharagpan dan dan kenyataan dalam pel ak-
sanaan kebijakan itu sendiri.

Dunn (2003) menjelaskan, evaluas dapat
disamakan dengan langkah penaksiran dan
penilaian untuk mengandishasil-hasil kebijakan
publik. Tujuannyauntuk menghasilkaninformed
mengenai nilai atau manfaat dari kebijakan.
Evaluas kebijakan berfungsi untuk memberi
informasi yang valid dan dapat dipercaya
mengena kinerjakebijakan, yakni sebergpajauh
kebutuhan, nilai dan kesempatan tel ah dicapai
melalui tindakan kebijakan publik yang
ditetapkan untuk mengatas persoaan publik.

Tamin (2000) menyatakan, sebagai sebuah
kebijakan sistem angkutan umum massal ber-
tujuan untuk menjawab tantangan pesatnya
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pertumbuhan jumlah kendaraan yang sulit di-
imbangi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan
umum sebagai medialauan kendaraan. Sistem
transportasi umum massal tersebut bekerja
daam ruang terbukadan didukung oleh sgumlah
€lemen dan aspek penting dalam melaksanakan
kebijakan tersebut. Efektivitaskebijakan sistem
angkutan umum massal dapat diukur dan
dievauad dari sgjauh manaaspek-aspek kebija
kan tersebut dipenuhi dan dapat dijalankan oleh
pembuat kebijakan.

Menurut Ofyar, adatigaaspek penting yang
bisamenjadi bahan analisisterhadap evaluasi
implementas kebijakan sstem angkutan umum
massal tersebut. Penilaian dapat dilakukan de-
ngan menel aah aspek tekni s pel aksanaan kebi-
jakan, aspek pengelolaan manajemen serta
aspek legal sebagal dasar atau ketentuan penge-
lolaan s stem angkutan umum massal tersebut.

Aspek teknismerupakan ketersediaan ke-
seluruhan sumber dayamaterial (fisik) dalam
menja ankan kebijakan s stem angkutan umum
meassdl. Ini mdliputi unsur kelayakanfasllitasinfra:
struktur, ketersediaan dan kondisi saranadan
prasaranasertaketersediaan infrastruktur pendu-
kung angkutan umum massal.

Asgpek teknisini mencakup adanyaketerse-
diaan dan kondisi busyang layak, keberadaan
halte dan penyelenggaraantiket. Sdlainitujuga
meliputi keberadaan koridor atauwilayahlduan
modatransportas umum massal. Infrastruktur
pendukung biasanyahadir dalam bentuk daerah
khusus pegjalan kaki (pedestrian), jembatan
penghubung danjembatan penyeberangan orang
yang terkoneks dengan hdte.

Aspek mang emen berhubungan langsung
denganmodd organisas dan pengdolaankdem-
bagaan pel aksana kebijakan sistem angkutan
umummassal. Pengelolaan sertatatalaksana
organisas penyelenggara kebijakan tersebut
dipengaruhi oleh adanyamekani sme dan kom-
ponen pembiayaan, pengel olaan penumpang
(mang emen dan dinamika penumpang), ke-
mampuan struktur organisasi pel aksana kebi-
jakan secara internal (proses internal) serta
hubungan-hubungan antarapel aksanakebijakan
dengan pihak luar (proseseksternal).

M ekanisme dan komponen pembiayaan
mengatur sejauhmanakebutuhan penyeleng-
garaan layanan trangportas umum massa dapat
dipenuhi secarafinansial. Sumber-sumber ke-
uangan untuk membiayal pel aksanaan kebijakan
publik dan tingkat pengembalian modal sebagai
imbal baik atas biayapenyel enggaraan dengan
pendapatan dari penyel enggaraan kebijakan.

Manajemen dan dinamika penumpang
merupakanikhwa pertumbuhanjumlah penum-
pang dan sistem pergerakan penumpang yang
diangkut oleh modatransportas publik. Jumlah
penumpang menyangkut tingkat kepenuhan
penumpang berbanding dengan kgpasitasangkut.
Sementara, pergerakan penumpang berkaitan
dengan pola kepadatan dan daerah tujuan pe-
numpang.

Prosesinternd mang emen merupakanting-
kat kemampuan pelaksana kebijakan untuk
melakukan optimalisas dari ketersediaan sum-
ber dayayangtersedia Ha ini berkaitan dengan
pringp-prinsip tatakel olaorganisas yang baik
sertadampak dari struktur (desain) organisas
pel aksana kebijakan.

Proseseksternd berkaitan dengan kemam-
puan penyel enggarakebijakan untuk menjain
komunikas atau kerjasamada am mendukung
pel aksanaan kebijakan itu sendiri. Komunikas
dalam pel aksanaan kebijakan diperlukan, lan-
taran lingkungan kebijakan dipengaruhi oleh
beragam kepentingan dan tujuannyamasing-
mesang.

Sementaraitu, menyangkut aspek legalitas
berkaitan dengan adanya seperangkat aturan-
aturan yang mengikat bagi pel aksanaan kebi-
jakan publik. Perangkat atau aturan tersebut,
sebagian besar berdimens hukum dalam bentuk
paket undang-undang atau peraturan pel aksa-
naan berdasarkan hierarki masing-masing.
Aspek legalitasjugaberkaitan dengan tingkat
kepatuhan (tunduknya) komponen pelaksana
kebijakan terhadap aturan yang ada.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mem-
pengaruhi implementasi kebijakan, makateori
yang dikemukakan oleh George Edwards 111
relevan untuk dipergunakan. George menetap-
kan empat faktor atau variabel krusial dalam
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implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor
atau variabel-variabel tersebut adalah komuni-
kasi, sumber daya, disposis (sikap) pelaksana
kebijakan dan struktur birokrasi.

Komunikas merupakan faktor penting agar
suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dengan
baik. Keputusan-keputusan kebijakan dan
perintah-perintah diteruskan kepada personil
yang tepat agar keputusan-keputusan dan perintah-
perintahitu dapat diikuti yang terdiri atastrans-
mig, konsstens dankejelasaninformas. Faktor
keduayakni sumber dayaorganisas merupakan
segal asesuatu yang berkaitan dengan potens,
kemampuan serta ketersediaan sumber-sumber
pendukung dalam implementasi kebijakan.
Sumber dayatersebut mdiputi saf, informas dan
kewenangan sertafagilitasyang melekat dalam
pel aksanaatau aktor kebijakan.

Disposisi diartikan sebagai watak dan
karakteristik yang dimiliki olehimplementator.
Karakterigtik tersebut meiputi komitmen, yakni
respon implementator terhadap kebijakan yang
akan mempengaruhi kemauannyauntuk mel ak-
sanakan kebijakan. Kepatuhan, yakni kesediaan
unsur pelaksana kebijakan untuk mematuhi
ketentuan yang berlaku. Kognig, yakni pemaha
man paraimplementator terhadap kebijakan
yang dil aksanakan dan ketanggapan yakni skap
menerimamasukan dankritik ddlam pengambilan
keputusan atas sesuatu masal ah yang terjadi
dalam pel aksanaan kebijakan publik

Struktur birokras merujuk padaorganisas
yang dimaksudkan untuk menggerakkantenaga
dan sumber daya dengan teratur dan terus
menerus untuk mencapai tujuan. Dengan kata
lain, birokrasi sebagal organisas yang bersifat
hierarkisyang ditetapkan secararasiona untuk
mengkoordinas kan pekerjaan sgjumlah orang
untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas
administrasi secara luas (Soekanto, 1982).
Struktur birokras tersebut meliputi efektivitas
struktur organisas pelaksanakebijakan, pem-
bagian atau spesifikas kerjadari masng-masing
elemen atau unit kerj, koordinas antar unit kerja
dan rentang kendali antarpimpinan unit kerja.

Teori yang dikemukakan Meter danHorn
jugadicuplik untuk semakin melengkapi faktor

atau varibel yang turut mempengaruhi pelak-
sanaan kebijakan publik dari empat faktor yang
sudah disampaikan oleh Edwardsl 1. Meter dan
Horn menekankan bahwafaktor kelimadaam
implementad kebijakanyakni kondig lingkungan
ekgernd. Lingkungan eksternd tersebut meliputi

lingkungan ekonomi, yakni kegiatan produks

organisas bisnisdan dan pertumbuhan ekonomi

masyarakat dan Lingkungan sosid, yakni men-
cakup kebiasaan dan pola hidup serta karak-
teristik masyarakat yang berkembang secara
umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Prosedur pendlitian akan menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
secaralisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamdti. Lokad penditianini dilakukandi wilayah
K ota Pekanbaru, Riau dengan melibatkan se-
jumlah informan penelitian ditetapkan secara
sengqapada subjek yang dianggap menguasal
dan memiliki kemampuan untuk memberikan
informas tentang masal ah yang diteliti. Secara
pesifik, karakteristik dan pembagian kel ompok
informan dalam penelitianini adaahinforman
dalam kapasitas sebagal implementator (pelak-
sanakebijakan) dan pihak lain yang melaksa-
nakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan
s stem angkutan umum massal Transmetro Pe-
kanbaru dan kelompok informan sebagal sasaran
kebijakan.

Jenisdan sumber datayang dipergunakan
dalam pendlitianini, yakni datasekunder, me-
rupakan data penelitian yang diperoleh peneliti
secaratidak langsung melaui mediaperantara
dalam bentuk dokumen-dokumen dan dataprimer
diperoleh secaralangsung dari sumber utama.

Andigsdataddam penditianini mengguna
kanandissmodd interaktif yang dikemukakan
oleh Milesdan Hubermen (1984) yang meliputi
tigatahapan utama, yakni: reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display) dan
tahap penarikan kesmpulan berdasarkan temuan
danmeakukan verifikas data. Sementara, teknik
analisa menggunakan pendekatan analisis
taksonomis (taxonomics analysis).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui penilaianinformantentang
evauas implementas peaksanaan SAUM Trans
Metro Pekanbaru, pendliti me akukan penggaian
dan pendalaman informasi dengan sgjumlah
informan. Dalam wawancaratersebut, sesuai
dengan instrumen dalam taksonomi penelitian
evauad implementas kebijakandibagi ddamtiga
aspek pokok atau utama, yakni penilaianterha
dap aspek teknis (fasilitas), penilaian terhadap
aspek mang emen pengel ol aan dan aspek legal
forma penye enggaraan TransMetro Pekanbaru.

Evauas aspek teknispelaksanaan SAUM
TransMetro Pekanbaru meliputi keseluruhan
fadllitas, saranadan prasaranayang tersediada
lam mendukung pel aksanaan program kebijakan
tersebut. Dalam hd ini, parainforman diminta
penilaiannyatentang sgumlah fasilitas Trans
Metro yang tersediaberkaitan langsung opera
siona armadabus.

K etersediaan dan kondis bus TransMetro
Pekanbaru saat ini berdasarkan Dokumen
Pengel olaan yang disusun pada 2012 diketahui
berjumlah 20 unit dengan tingkat headway 10
menit. Ritase setiap bus per hari mencapai 7-8
rit. Kapasitas angkut bus maksimal 85 orang.
Pintu busberadadi bagiantengahkiri.

K ecepatan bus dipengaruhi oleh sgjumlah
faktor hambatan sampingan. Di antaranyatidak
tersedianyalauan khusus (separator) sehingga
kendaraan lain sawaktu-waktu bisamddui laluan
busTransM etro Pekanbaru. K epadatan kenda-
raan jugamenjadi pemicu kecepatan busyang
rata-ratahanyabisamenempuhjarak 18 kilometer
per jam. Sementaraitu, posis halte (tempat pe-
nunggu) menyesuai kan dengan posis pintu bus
yakni di sebdahkiri jdan. Hampir seluruhhate
dibangun dengan mengorbankan fungs trotoar
dan pedestrian jalan. Desan halte dibangun de-
ngan 9 stem satu pintu kel uar masuk penumpang
dan terdapat perbedaan ketinggian halte dengan
bus.

Prosespembdiantiket dilakukandi hdtese-
caramanua . Pemanfaatan mesin verifikas tiket
sempat dilakukan, namun dihentikan lantaran
mesinyang terdapat di dalam busrentan meng-
dami kerusakan. Besarantarif tiket sesual dengan

K eputusan Walikota sehargaRp 3.000,- untuk
setigp waktu perjaanan.

Saat ini koridor yang dioperasikan masih
sebanyak duakoridor dari rencanayang ditetap-
kan pada 2013 sebanyak limakoridor. Kedua
koridor tersebut yakni Terminal Bandar Raya
Payung Sekali tujuan Kulim (bolak balik) dan
koridor PelitaPantai tujuan Perumahan Pandau
(bolak balik). Keduakoridor tersebut sepanjang
31 kilometer, di manadi setiap koridor tidak ter-
dapat separator yang memisahkan jalur bus
dengan kendaraan lainnya

I nfrastruktur pendukung Transmetro Pekan-
baru berupa jembatan penyeberangan orang
(JPO) sudahterbangun sedikitnyal5unit. Namun,
keberadaan JPO dan pedesterianitu belumter-
integras dengan TransMetro.

Wawancaradengan Sekretaris Dinas Perhu-
bungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Pekanbaru, Ir Taufig, MT (14 September 2012)
di Kantor Dishubkominfo di Jalan Sutomo,
Pekanbaru diketahui ada beberapa penyeeng-
garaanteknisyang berkaitan dengan komponen
bus. Komponentersebut diidentifikas ddamtiga
indikator penting yakni, tercapainyatingkat he-
adway ratarratamodatransportas TransMetro
Pekanbaru. Headway adalah tingkat frekuens
laluan yang mampu dicapal oleh setiap unit
armadaTrans Metro Pekanbaru dalam sehari.
Defenis sederhananyayakni tingkat ulang alik
(pulang pergi) armadadari tempat penjemputan
awal berangkat ketujuan akhir dankembadli lag
ketempat pemberangkatan awd . Dalamigtilah
teknisdisebut rit danistilah awam disebut trip.

Indikator keduayakni kecepatan bus, yakni
tingkat perpindahan yang memungkinan bus
mampu mengangkut penumpang dari tempat
pemberangkatan, singgah di halte atau tempat
penampungan penumpang dan sampai pada
tempat tuj uan. Kecepatan bus menurut Taufiq
idealnyamaksimal 30 kilometer per jam atau
setidaknyarata-rata 25 kilometer per jam.

Indikator ketigayakni jumlah armadabus
yang tersedia. Ketersediaan bus ini mempe-
ngaruhi percepatan perpindahan penumpang,
sekaligus rit (headway) setiap armada Trans
Metro Pekanbaru. Saat ini tersediasebanyak 20
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unit bus Trans Metro Pekanbaru yang mel ayani
duakoridor yakni Termina Bandar RayaPayung
Sekaki (BRPS)-Kulim dan Pelita Pantai-
Perumahan Pandau.

Menurut Sunarko saet ini, kondid ideal tiga
indikator dari komponen bustersebut belumbisa
berja an sepenuhnyasesua dengan perencanaan.
Adasgumlah ha yang menyebabkanterjadinya
hambatan operasional dan pergerakan bus
tersebut.

Menurut pengamat perkotaan, Ir Mardianto
Manan, MT dalam wawancara (23 September
2012) di kampus Universitas Riau di Gobah,
Pekanbaru, sebenarnyaheadway tersebut bisa
sgjalebih dipercepat jika pergerakan dan ke-
cepatan armadaTrans M etro Pekanbaru diting-
katkan. Syaratnya, tentu sgadengan meminima:
lisas faktor hambatanitu sendiri.

Tentang kecepatan busyang belum meme-
nuhi kondisi ideal 25 hingga 30 kilometer per
jam, menurut Mardianto hal tersebut memang
disebabkan olehkondis jdandi Pekanbaruyang
cukup sempit sekaligus banyaknyakendaraan
yang beredar. Sdainitu, ukuran busTransMetro
Pekanbaru dinilai terlalu besar dantidak seban-
ding dengan badan jalan di K ota Pekanbaru.

Anggota Komisi 1V DPRD Pekanbaru,
Roni Amriel SH dalamwawancara(15Agustus
2012) di Kantor DPRD Pekanbaru, Jalan Jen-
dera Sudirman menjelaskan, keberadaan bus
tersebut add ah merupakan hibah dari pemerintah
pusat. Sehingga, pring pnyapemerintah daerah
tidak bisauntuk melakukan pilihan karename-
mang merupakan bantuan. Jumlah armadayang
tersediasaat ini, menurut Roni memang perlu
ditambah untuk meningkatkan dayaangkut serta
mempersingkat headway. Pembiayaan bisa
dilakukan lewat beberapa sumber dan bentuk.

Sementara itu, komponen kedua adalah
keberadaan halte. Daam ha ini memiliki empat
indikator yakni posis, penyebaran, desain atau
bentuk dan mobilitashdte. Poss merujuk pada
keberadaan hdteyang disediakan di badanjdan.
Penyebaran halte maksudnya adal ah keterse-
disan hdtedi |okasi-lokas tertentu padalintasan
TransMetro Pekanbaru. Desain hatedimaksud-
kan sebagail bentuk bangunan dan sementara

mobilitas halte adal ah sistem kel uar masuk pe-
numpang dari dan ke dalam bus dan halteitu
sendiiri.

Komponen hd tersebut menurut Mardianto
Manan memang belumided untuk memanjakan
penumpang. Bahkan dengan penempatan halte
yang dibangun di trotoar jalan menunjukkan
kaau TransMetroini tidak ramah terhadap mas-
yarakat pgaankaki. Sdanitu, penyebaran hdte
ini jugatidak proporsiona sehinggamenyulitkan
pengguna Trans Metro untuk mengakseshalte.
Padahd , halte merupakan satu-satu tempat turun
atau naiknyapenumpang.

Jhoni dan Maya, keduanyawarga Pekan-
baru mengaku karenaketerbatasan penyebaran
hatekeduanyatidak pernah menggunakan moda
transportasi publik tersebut. Dengan terpaksa
merekamenggunakan kendaraan pribadi, meski
harus membayar biayabahan bakar yanglebih
besar dibandingkan naik TransMetro Pekanbarul.

Sementaraitu, pelaksanaan aspek teknis
dalam komponentiket meliputi duaindikator,
yakni tatacaraatau sistem pembelian tiket dan
besarantarif ongkostiket. Sunarko menjelaskan
bahwasd stem tiket Trans M etro Pekanbaru ber-
gfat sekali jaan untuk seluruh koridor dantujuan.
Ongkos tiket ditetapkan sebesar Rp 3.000,-
berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru.
Lebihlanjutiamenjelaskan:

Menurut Roni Amriel, subsidi tersebut
merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota
Pekanbaru dalam peningkatan layanan
transportasi publik. Subsidi masuk dalam pos
anggaran di Satuan KerjaDishubkominfo Kota
Pekanbaru segjak awal beroperasinya Trans
Metro Pekanbaru.

K omponen agpek teknisyang keempeat yakni
koridor. Indikator penerapan koridor terdiri dari
dua bagian yakni penempatan jalur laluan
kendaraan dan jumlah koridor yang tersedia.

Taufig menjelaskan, dalam rencananya
hingga2013 mendatang, TransMetro Pekanbaru
setidaknya sudah memiliki enam koridor.
Namun, kenyataannyasgak pertamakali diope-
rasikan, hanyatersediaduakoridor sgja. Pada
awd 2012 sebenarnyasudah adarencanameng-
operasikan koridor 111 yakni Kampus UIN,
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Panam-Jalan Sudirman. Pembangunan halte
padawilayah laluan sudah terlaksana. Namun,
karenabelum tersedianyaarmada, koridor 111
tersebut belum terlaksana.

Mardianto Manan menjel askan, pengemba-
ngan koridor Trans Metro Pekanbaru memang
harus dilakukan. Namun, harustetap memper-
hatikan aspek sosid terutamadengan angkutan
umum penumpang lainnya. Jika tidak, akan
menimbulkan gejolak dan persoalan sosial de-
ngan munculnyapengangguran karenaoperator
angkutan umum lainterancam tutup.

Aspek teknisyang kelimayakni komponen
infrastruktur pendukung operasiond TransMetro
Pekanbaruyang meiputi ketersediaan pedestrian
yang terbebasdari dampak koridor dan penye-
diaan saranalain seperti jembatan penyebe-
rangan orang (JPO) yang terintegras denganhdte.

Sunarko menjelaskan, memang kawasan
pedestrian harus dibebaskan dari segaladampak
operasiona TransMetro Pekanbaru. Bahkan,
pedestrian idealnyamenjadi kawasan pendu-
kungnya Sdainitu, idepembangunanjembatan
penyeberangan orang (JPO) yang terintegras
dengan halte sudah pernah dipikirkan.

Mardianto Manan sepakat dengan rencana
Sunarko tersebut. Sejak awal dirinyamemang
mendesak agar pedestriantidak menjadi korban
TransMetro Pekanbaru.

Evaluasi aspek manag emen pel aksanaan
Trans Metro Pekanbaru merupakan salah satu
instrumen penting dalam mewujudkan tujuan
kebijakan 9stem angkutan umum massa tersebut
di Pekanbaru. Mangjemen dalam perspektif
penditianini yakni mencakup kegiatan penge-
lolaan organisasi tatalaksanadan sistem kerja
penyelenggaraan Trans Metro Pekanbaru.

Taufik menyatakan, dalam kebijakan SAUM
TransMetro Pekanbaru, sebenarnyapendekatan
yang dilakukan bukanlah berorientas labaatau
profit oriented, namun sebaliknyaberorientas
pada pelayanan publik dengan tidak mencari
keuntungan.

KepdaUPTD TransMeroPekenbaru, Sunarko,

ATD, MT menjelaskan, pemerintah K ota Pe-
kanbaru memberikan dukungan anggarantiap

tahun berdasarkan usulan Dishub-kominfo dan
UPTD TransMetro Pekanbaru. Dukungan ang-
garantersebut tigp tahun sela u meningkat yang
terlihat tabel di bawahini:

Tabel 1. Kinerja Anggaran Trans Metro Pekanbaru

Tahun | Pagu Anggaran Realisasi
(Rp) (Rp)
2009 7.046.044.916 5.658.217.025
2010 | 12.295.701.926 | 9.760.108.121
2011 | 14.098.401.662 | 12.387.113.152
2012 | 14.000.000.000 -

Sumber: UPTD Trans Metro Pekanbaru, 2012

Menurut Sunarko, peningkatan alokasi
anggaran tersebut meningkat di sebabkan beban
operasond yangtinggi. Pengd uaran operasond
tersebut meliputi ggji pegawal dan pekerjakon-
trak sertakerjasamadengan pihak ketiga. Sdlain
itu, pospengd uaranterbesar lainnyayakni biaya
operasond dan pemdiharaan kendaraan mdiputi
pembelian bahan bakar, penggantian spare part
danonderdil lainnya, perbaikan dan servicebus
secaraberkaa. K ebutuhan bahan bakar minyak
(BBM) jenis solar setigp satu unit armadabus
mencapai 90 hingga 110 liter per hari.

Sementara, realisasi anggaran yang tak
pernah menyentuh angkamendekati 100 persen,
menurut Sunarko wajar sgjaterjadi. Padatahun
awal operasi Trans Metro Pekanbaru, yakni
2009 mang emen mas h perlume akukan penye-
suaian dan pengamatan kondisi operasional.
Sementara, padatahun keduadan ketiga serta
tahun keempat saat ini, Sisapagu anggaran se-
bagal bentuk efisens anggaran yang dilakukan
olehpengelola.

Sementaraitu, indikator pendapatan menu-
rut Sunarko sepenuhnyadidapatkan dari pen-
jualan tiket kepada pengguna Trans Metro
Pekanbaru. Peningkatan pendapatan tersebut
sebagal konsekuens meningkatnyajumlah pe-
numpang tiap tahun. Sunarko menjelaskan,
meski bukan menjadi tujuan pengelolaan Trans
M etro Pekanbaru, pendapatan atau keuntungan
yang terusmeningkat tersebut menjadi sdah satu
indikator kalau kinerja organisasi di bidang
keuangan meningkat dari tahunawa dimulainya
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operas TransMetro Pekanbaru. Adapun penu-
runan pendapatan yang terjadi pada2011 jika
dibanding dengan 2010 disebabkan oleh ba-
nyaknyahambatan operasional armadakarena
proses pembangunan fly over yang berdampak
pada headway, kecepatan bus dan kepastian
penumpang.

Indikator keuanganyang terdiri dari penda
patan dan biayaoperasional tersebut, menurut
anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni
Amrid beummenunjukkankinerjayangoptima.
lamenilai, seharusnyapagu anggaran yang di-
alokasikan tersebut bisaterserap dengan baik
untuk kegiatan pembangunaninfrastruktur Trans
Metro Pekanbaru, ketimbang dikembalikan ke
kas daerah sebagai sisaanggaranlebih.

Soal, pendapatan yang ditorehkan oleh
TransMetro sgak 2009 hingga2011, menurut-
nyamenjadi salah satu tolok ukur bahwaTrans
Metro Pekanbaruternyatasemakindiminati oleh
masyarakat Pekanbaru. Peningkatan pendapatan
dari penjualantiket tersebut menunjukkan kalau
jumlah penumpang yang menggunakan moda
TransMetro Pekanbaru semakin bertambah pula

Dalam pandangan pengamat perkotaan, Ir
Mardianto Manan, MT peningkatan pendapatan
TransMetro Pekanbaru ideal nyaharus diukur
puladari eksesatau dampak sosia yang terjadi.
Peningkatan pendapatan tersebut tidak bisa
dihitung secaralinear namun harus memban-
dingkannyadengan manfaet sosd yang diterima
masyarakat.

Selanjutnyaadal ah penilaian aspek mange-
men dalam komponen dinamika penumpang
yang terdiri dari jumlah penumpang dan perge-
rakan penumpang. Menurut Taufig, besaranjum-
lah penumpang yang diangkut oleh TransMetro
Pekanbaru diproyeksi akan terus meningkat.
Targetnya, secaraperlahan-lahanterjadi peruba-
han poladan kebiasaan masyarakat beraih ke
angkutan umum massal TransMetro Pekanbaru
dari sshelumnyaangkutan pribadi dan penumpang.

Terkat polapergerakan penumpang, menurut
Taufiqided nyamemang pergerakan penumpang
yang diangkut Trans M etro Pekanbaru cende-
rung bergerak lurusbaik padahari-hari biasa
maupun akhir pekan. Selain itu, tujuan pe-

numpang yang diangkut jugabervarias antara
tujuan kantor, fasilitas publik dan pusat per-
belanjaan

Berdasarkan penjelasan Sunarko, penuru-
nan jumlah penumpang pada 2011 dibanding
2012 terjadi akibat banyaknyahambatan di jaan.
Terutamapembangunan proyek fly over atau
jdanlayang di duatitik di Jalan Jendera Sudir-
man. Ini membuat kecepatan kendaraan ber-
kurang yang berdampak minat masyarakat
menggunakan TransMetro Pekanbaru.

Evauas aspek legd penydenggaraan Trans
Metro Pekanbaru berkaitan dengan tingkat
kepatuhan institusi pelaksana, perencanadan
pengawasuntuk mel aksanakan kebijakan SAUM
sesual dengan ketentuan yang berlaku. K etaatan
terhadap ketentuan perundang-undangan, mulal
dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah
merupakan fundamental kebijakan yang harus
dipenuhi.

L egalitas penyelenggaraan Trans Metro
Pekanbaru dimaksudkan agar setiap tindakan,
kebijakan dan program dilaksanakan berdasar-
kan ketentuan yang ada dan saling terkait.
Hierarki ketentuan yang dirumuskan jugatidak
bol eh saling bertol ak bel akang berlawanan satu
samalannya

Pel aksanaan Trans M etro Pekanbaru me-
ngacu padaketentuan Undang-undang nomor
22 tahun 2009 tentang L alu Lintasdan Angkutan
Jalan. Selainitu, secara konsep, sehubungan
pemenuhan kebutuhan transportas merupakan
sal ah satu kewajiban pemerintah, makaimple-
mentasi nyajugaharus mengacu padaUndang-
undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Sdainitu, ketentuan yang menjadi rujukan
pelaksanaan SAUM Trans Metro Pekanbaru
yakni, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun
2001 tentang Manajemen Rekayasa, Andlisis
Dampak serta Mangjamen Kebutuhan Lalu
Lintas,

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1993
tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah
nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesanomor
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PM. 10 tahun 2012 tentang Standar Pelayan
Minimal Angkutan Massal BerbasisJdan, Ke-
putusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun
2003 tentang Penyel enggaraan Angkutan Orang
di Jalan. Selain itu juga K eputusan Walikota
Pekanbaru nomor 214 tahun 2010 tentang
Penerapan PolaPengel olaan Keuangan BLUD
padaUnit Pelaksana Teknis Pengel olaan Ang-
kutan Perkotaan Dinas Perhubungan, Komu-
nikas dan InformatikaK ota Pekanbaru.
Taufiqg mengakui kalau saat ini, masih
dibutuhkan adanyadukungan kebijakan peme-
rintah daerah dalam rangka mel akukan opti-
maisad dan pengembangan SAUM TransMetro
Pekanbaru. Kebijakan tersebut dapat berupa
regulasi yakni peraturan daerah, keputusan
walikotadan petunjuk teknispel aksanaan tata
kerjaorganisas TransMetro Pekanbaru.

Sunarko menjelaskan, saat ini dibutuhkan
peraturan teknis daerah yang benar-benar bisa
mengatur sstem, mekanismedanimplementas
TransMetro Pekanbaru dalam konteks daerah.
M asing-masing daerah memiliki kondis yang
saling berbeda, sehinggatak bisadigeneralisas.
Butuh aturan daerah untuk memperkuat
pelaksanaan SAUM.

Suatu kebijakan akan dapat diimplemen-
tasikan dengan baik jikafaktor-faktor yang turut
mempengaruhi kebijakan tersebut bisabekerja
secarasinergis. Faktor-faktor tersebut bisaber-
sifat positif dan sebaliknya dapat berakibat
negatif. Suatu faktor disebut pogitif jikakebera-
daan pengaruh faktor tersebut bersifat mendu-
kung pencapai an tujuan kebijakan. Sementara,
faktor bergfat negatif jikakeberadaannyajustru
menghambat pencapa antujuankebijakantersebut.

Komunikasi

Faktor komunikas dalam implementasi
kebijakan publik meliputi indikator transmis,
konsistens dan kejel asan sebuah kebijakan. Pe-
ngaruh unsur-unsur komunikasi terhadap
implementas yakni agar informas bisadiketahui
secarautuh sehinggatidak menimbulkan per-
bedaan pandangan yang menyebabkan tugas
setigp unit terkait berbenturan.

Menurut Ir Taufig M T, setigp kebijakan dan
langkah-langkah implementasinyaakan disam-
paikan secaraberjenjang oleh instrumen pel ak-
sanakebijakan SAUM TransMetro Pekanbaru.
Dishubkominfo hanyamel akukan pengawasan
dan pemantauan secaraumum, namun sebagai
pel aksanatekniskebijakan addam UPTD Trans
Metro Pekanbaru.

Roni Amriel mengaku kdau pihaknyasecara
berkal amelakukan pemanggilan mitrakerja,
salah satunyaDishubkominfo dan UPTD Trans
Metro Pekanbaru. Dalam setiap rapat dengan
mitrakerjanyatersebut, pihaknyaselalu men-
dapatkan informas yang dibutuhkan.

Penjelasan tentang konsistensi informasi
menurut Taufig, pihaknyasenantiasamenyam-
paikan informasi kepada pihak-pihak terkait
berdasarkan datayang ada. Kondis yang terjadi
dalam pengelolaan Trans Metro Pekanbaru
disampaikan sesual kenyataan.

Sunarko yang mengaku kalau setiap infor-
mas yang disampaikan, menyangkut keputusan
operasiond atau pun kebijakan dan laporanyang
diberikan bersifat konsisten.

Berbeda dengan penilaian Roni Amriel,
bahwaUPTD TransMetro Pekanbarudan Dis-
hubkominfo dinilai dalam beberapahal tidak
kong gten untuk menyampaikaninformead kepada
DPRD.

Tentang kg dasaninformad, menurut Taufiq
sdlamaini pihaknyasdakutim penanggungjawab
umum dan pengarah Trans Metro Pekanbaru
telah memberikan panduan penyelenggaraan
TransMetro Pekanbaru. Setiap tahapan, prose-
dur dan pekerjaan masing-masing unit sudah
ditetapkan.

Sementaraitu, bagi Nb yang merupakan
petugas halte mengaku setiap hari kerjadirinya
sddumendgpat pengarahandari koordinator hate.
Sdanmengambil tiket, dirinyajugamendapeatken
informasi-informas soa perubahantugas secara
langsung lewet atasan.

Sumber Daya Pelaksana
Sumber dayaorganisas merupakan segaa
sesuatu yang berkaitan dengan potens, kemam-
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puan sertaketersediaan sumber-sumber pen-
dukung dalamimplementas kebijakan. Sumber
dayatersebut mdliputi staf, informas, wewenang
danfadlitas

Terkait keberadaan staf tersebut, Taufiq
menyatakan bahwa pengel olaan teknis Trans
Metro Pekanbaru sepenuhnyadilaksanakan oleh
UPTD Trans Metro Pekanbaru. Jadi, personil
yang bertugasdi UPTD tersebut fokuskerjanya
adalah menjalankan program UPTD. Dari SIS
jumlah, menurut Taufig memang mas h kurang.

Sunarko yang menyebut bahwakeberadaan
personil dan SDM pelaksanaTrans Metro Pe-
kanbaru saat ini masih terbatas. Pihaknyater-
paksa merekrut tenaga kerja kontrak untuk
memenuhi jumlahyang dibutuhkan, namunsecara
kuditastetap sgamashminim.

Roni Amrid, penyelenggaraan TransMetro
Pekanbaru selamaini memang terlihat belum
didukung oleh potenst SDM yang memada. Ini
secaratidak langsung mempengaruhi kualitas
pelayanan, kualitas pengol ahan dan pencapaian
tujuan SAUM itusendiri.

Menurut Mardianto Manan, keberadaan
personil dan staf sumber dayamanusiapenyele-
nggara Trans Metro Pekanbaru terkait sekali
dengan kuditaslayanan yang diberikan. Jkake-
mampuan sumber dayapengelolaminim, maka
tentu saja penyel enggaraan layanannyatidak
akan memuaskan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pel aksanakebijakan
terbagi dalam empat indikator utama, yakni
komitmen, kepatuhan dan kognis atau pemaha-
man sertaketanggapan. Sikap pel aksanatersebut
berkaitan |angsung dengan tingkat kenyamanan
yang dirasakan oleh masyarakat penggunaTrans
Metro Pekanbaru.

Menurut Taufig, komitmen pemerintah dan
penyel enggarateknis Trans M etro Pekanbaru
sgauhini sudahterlihat dengan baik. Pemerintah
telah secara berkel anjutan telah memberikan
dukungan pembiayaan dan pembangunan sarana
untuk keberlanjutan SAUM. Komitmen peme-
rintah tersebut menunjukkan bahwakeberadaan

TransMetro Pekanbaru penting dan harusterus
dilanjutkan.

Sementara itu, dalam aspek komitmen
pelaksanateknis, dimulai dari tenagaoperator
lapangan sampai pimpinan unit kerja, menurut
Taufiq saat ini para pegawal sudah bekerja
dengan serius. Keberadaan UPTD TransMetro
Pekanbaru yang terbilang baru, namun para
pegawai terlihat mau bekerjakeras dan terus
melakukan pembaharuan.

Sunarko sepakat dengan pendapat yang
disampaikan Taufig. Menurutnya, tuumbuhnya
komitmen pegawai disebabkan oleh kesadaran
bahwa pekerja direkrut memang untuk
menjdankantugasdan fungsnyamasng-masng.
Sdanitu, komitmentersebut ditunjukkan dengan
kesediaan untuk memberikan waktu, bahkan
jam kerjalebih padakasus-kasustertentu.

Roni Amriel menjelaskan, tanpakomitmen
maka kualitas pelayanan Trans Metro akan
berjdantidak baik. Karenaitu, pengelolaharus
mel akukan langkah dan terobosan agar komit-
men pekerjaterustumbunh.

Struktur Birokrasi

Struktur organisas atau birokras pelaksana
kebijakan merupakan bentuk dan desain mana-
jemen pengelolaan organisas yang dipilihdadam
pel aksanaan kebijakan SAUM Trans Metro
Pekanbaru. Struktur tersebut terkategori dalam
empat indikator meliputi efektivitas struktur
organisas pel aksanakebijakan, pembagian atau
spesfikas kerjadari masing-masing eemenatau
unit kerja, koordinas antar unit kerjadan rentang
kendai antarpimpinan unit kerja

Taufig menjelaskan, pel aksana sekaligus
penanggung jawabteknisoperasond TransMetro
Pekanbaru beradadikendai UPTD TransMetro
Pekanbaru. Posis Dishubkominfo adal ah seba
gal penanggung jawab kebijakan dan sekaligus
pengawas jalannya Trans Metro Pekanbaru.
Hubungan antara UPTD Trans Metro dan
Dishubkominfo selain bersifat koordinatif, juga
bersifat pertanggungjawaban. KepalaUPTD
Trans Metro Pekanbaru bertanggung jawab
kepadaK epalaDishubkominfo.
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Menurut Sunarko struktur pel aksanakebi-
jakan SAUM TransMetro Pekanbaru yang ada
saat ini masih bersifat sederhana. Hubungan
antara UPTD dengan Dishubkominfo secara
legalitas memang sudah jelas. Desain UPTD
Trans Metro Pekanbaru saat tidak lagi cukup
efektif untuk me akukan peayanan secaraoptimdl.
Struktur masih sederhana, padahal tugas dan
tanggung jawab UPTD amat besar.

Belumidea nyastruktur pelaksanaTrans
Metro Pekanbaru dipandang sebagai salah satu
faktor penghambat pengembangan operasiona
lisasi Trans Metro Pekanbaru. Menurut Roni
Amriel, seharusnya sgjak awam desain dan
struktur organisas pelaksanakebijakan disesuai-
kan dengan kondisi dan kebutuhan. Selainitu,
sebaiknyastruktur UPTD TransMetro Pekan-
barutidak disamaratakan dengan struktur UPTD
laindi lingkungan Dishubkominfo.

Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan faktor
yang turut mempengaruhi implementas kebijakan
publik. Faktor ini berasal dari luar lingkungan
internal sebagaimanasudah diuraikan padabagian
di atas. Defenis lingkungan eksternal adalah
segdasesuatu yang beradadi luar ssteminterna
organisasi pelaksanakebijakan yang diyakini
turut menyebabkan suatu kebijakan bisamenca-
pal tujuan atau pun sebaliknya.

Dukunganlingkungan eksternd sebenarnya
memiliki kadar yang samadengan lingkungan
internal. Hanyasga, lingkungan eksternal memi-
liki sfat yanglebih sulit dikendalikan oleh pem-
buat kebijakan karenatidak memiliki kewena-
ngan untuk mengaturnyasecaraterperinc. Ling-
kungan eksternd ini memiliki karakteristik yang
lebih bebas, sulit diprediksi dan secaranyata
mempengaruhi implementas kebijakn publik.

Lingkungan eksterna dalamimplementasi
kebijakan publik SAUM Trans Metro Pekan-
baruterbagi ddam duakategori yakni lingkungan
ekonomi danlingkungan sosd. Menurut Taufiq,
Situas ekonomi masyarakat di Pekanbaru seki-
tarnyamemang menjadi tantangan bagi penge-
lolaan Trans Metro Pekanbaru. ArmadaTrans
Metro Pekanbaru dd am kesehariannyamemang

berhadap-hadapan dengan kendaraan pribadi,
khususnyamohbil dan sepedamotor yangjumlah-
nyakiantinggi tigp tahunnya. Sementara, untuk
kendaraan angkutan umum dalam kota, menurut
Taufiq sebenarnyabukanlah menjadi persoaan
berat bagi pencapaian tujuan SAUM Trans
Metro Pekanbaru

Taufiqmenje askan, pertumbuhan ekonomi
daerah menjadi salah satu faktor yang menye-
babkan pertambahan juml ah kendaraan pribadi
di jalanraya. Tentang hal tersebut, menurutnya
sulit untuk membatasi kepemilikan kendaraan
pribadi di tengah masyarakat. Meski demikian
pertumbuhan ekonomi tersebut telah turut men-
dukung terjadinya peningkatan kemampuan
keuangn daerah dalam membiayai kegiatan
publik di bidang pengadaan transportas massal
umum TransMetro Pekanbaru melalui APBD.

Ddam penilaian Sunarko, tingginyapertum-
buhan kendaraan yang dipicu oleh tingkat eko-
nomi masyarakat secaralangsung berpengaruh
terhadgpkdlancaranldulintasjdan. Apdagi, saat
ini di Pekanbaru, penambahan ruasjaantidak
sebanding dengan penambahan jumlah kendara-
an. Salah satu upayayang bisadilakukan untuk
mengurangi jumlah kendaraan pribadi tersebut
ada ah dengan peningkatan layanan TransMetro
Pekanbaru, sskdigusmenambahrutedenkoridormya

Sunarko menjdaskan, hinggatahun keempat
operas TransMetro Pekanbaru, rasio perdihan
pengguna kendaraan pribadi ke Trans Metro
Pekanbaru memang relatif masih kecil. Dari
perhitungan yang pernah dilakukan, rata-rata
peralihan dari kendaraan pribadi ke TransMetro
Pekanbaru hanya 3 persen. Sisanyaadalah pe-
numpang yang beraih dari kendaraan angkutan
umum dalamkota.

Regulas untuk meakukan pembatasanjum-
lah kendaraan pribadi di jdanraya, menurut Roni
Amrid sulit untuk dilakukan. Hal tersebut dini-
lainyabukan merupakan solus untuk mengatas
persoa an yang dihadapi saat ini. DPRD justru
berharap agar SAUM bisameningkatkan pela-
yanan agar masyarakat tertarik untuk meman-
faatkan jasa Trans M etro Pekanbaru.

Mardianto Manan juga sepakat bahwa
pembatasan kendaraan tersebut bukanlah kebi-
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jakanyang bisaditerapkan dalam kondisi saat
ini. Namun, dengan beragam pendekatan lain,
mi salnya pembatasan usiakendaraan atau pun
pengenaan tarif pajak terhadap kepemilikan
kendaraan|ebih dari satu, makabisajadi jumlah
kendaraan secara otomatis akan mengalami
penurunan.

Sunarko jugamelihat adanyakarakteristik
measyarakat Pekanbaru yang | ebih senang meng-
gunakan angkutan pribadi. Bahkan adasema-
cam sikap gengs, bahwadengan menggunakan
kendaraan pribadi, dergjat ekonomi dicitrakan
lebihtinggi dari masyarakat lainnya.

SIMPULAN

Evauas implementas kebijaksan SAUM
Transmetro Pekanbaru menunjukkan belum
optimal nya pel aksanakaan kebijakan tersebut
daammengatas persodantransportas di Kota
Pekanbaru. Tigaaspek yang menjadi aat ukur
yakni aspek teknis, aspek mang emen dan aspek
legditasbelumterpenuhi secaramemadai. Ter-
jadi kekurangan atauminimnyafadilitas, bak dari
s9 kuantitasmaupun kuditas, mangemenyang
belum berjalan dengan efektif dan dukungan
kebijakan daerah berupaperaturan daerah yang
belum dibuat oleh pemangku kepentingan.

Implementasi kebijakan SAUM tersebut
belum berjdandengan balk. Terlihat mashbedum
optimalnyakomunikasi, ketersediaan sumber
daya, sikap pelaksana kebijakan dan struktur
organisasi pelaksana kebijakan yang belum
efektif. Sdlainitu, faktor eksternal menunjukkn
minimnyadukungan masyarakat dalam mendu-
kung pel aksanaan kebijakan tersebut.

Pemerintah K otadisarankan untuk segera
mel akukan pembenahan, pemerataan dan pe-
ningkatan fasilitas SAUM. Penambahan koridor
dan jumlah armadaharus segeradilakukan agar
semakin banyak masyarakat yang bisadilayani
oleh moda Transmetro Pekanbaru.
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